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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek, seperti 

ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai negara 

berkembang dengan wilayah yang luas dan beragam, Indonesia menghadapi 

tantangan dalam menciptakan pembangunan yang merata di seluruh daerah. 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berupaya melaksanakan 

pembangunan yang inklusif dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, 

keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan daya saing. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang 

menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah selama lima tahun. 

(Gandrita, 2023) mendeskripsikan perencanaan strategis sebagai proses untuk 

menetapkan misi dan tujuan organisasi serta kebijakan untuk mengalokasikan 

sumber daya secara optimal. Proses ini juga mencakup pengelolaan pengetahuan dan 

kerja sama antara berbagai level manajemen untuk mencapai hasil yang diinginkan, 

terutama di lingkungan yang menghadapi resistensi terhadap perubahan. RPJMD 

disusun sebagai turunan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih 

melalui pemilihan umum. Dalam proses penyusunannya, RPJMD tidak hanya 

mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus memuat kebijakan 

pembangunan yang terintegrasi dengan prioritas nasional serta visi jangka panjang 

daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD). 
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Di Kota Palembang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 

dan Pengembangan (Bappeda Litbang) memiliki peran sentral dalam penyusunan 

RPJMD. Sebagai lembaga teknis, Bappeda Litbang bertugas mengkoordinasikan 

berbagai sektor, menyusun rancangan strategis, serta memastikan bahwa program 

pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan 

pemerintah pusat. (Dunn, 2020), kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan 

yang sengaja diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dirasakan 

oleh publik. Dalam konteks RPJMD Kota Palembang 2018-2023, Bappeda Litbang 

memegang tanggung jawab besar dalam menerjemahkan visi kepala daerah menjadi 

kebijakan yang realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. 

Penyusunan RPJMD 2018-2023 ini memiliki tantangan tersendiri. Kota Palembang 

sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan 

pembangunan, mulai dari pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan 

infrastruktur yang semakin meningkat, hingga isu lingkungan seperti banjir dan 

polusi. (Bappenas,2021) menjelaskan bahwa rencana pembangunan, seperti Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dirancang untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan sumber daya yang tersedia, kondisi 

wilayah, serta tantangan pembangunan yang dihadapi.  

Dalam penyusunan RPJMD 2018-2023, Bappeda Litbang Kota Palembang 

memiliki peran yang dapat dianalisis menggunakan teori peran oleh Turner (2001), 

yang mencakup tiga dimensi utama, Pertama, dari aspek interaksi sosial dan 

negosiasi peran, Bappeda Litbang tidak bekerja secara mandiri, melainkan harus 

berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti DPRD, Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta masyarakat. Dalam proses penyusunan 
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RPJMD, terjadi berbagai dinamika dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, 

di mana Bappeda Litbang harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. 

Negosiasi peran ini tampak dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

(musrenbang), konsultasi publik, serta diskusi lintas sektor, di mana Bappeda 

Litbang bertindak sebagai mediator yang merumuskan kebijakan berdasarkan 

masukan dari berbagai pihak. Jika terdapat perbedaan kepentingan, misalnya antara 

kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diusulkan masyarakat dengan prioritas 

anggaran daerah, Bappeda Litbang harus melakukan kompromi agar RPJMD tetap 

dapat berjalan sesuai visi pembangunan daerah. Kedua, dalam perspektif peran 

sebagai konstruksi sosial, peran Bappeda Litbang dalam penyusunan RPJMD tidak 

bersifat tetap atau kaku, tetapi dibentuk berdasarkan ekspektasi masyarakat dan 

pemangku kepentingan. Ekspektasi ini berkembang sesuai dengan dinamika sosial, 

politik, dan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang. Misalnya, dalam periode 2018-

2023, isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan dan implementasi smart city menjadi 

lebih menonjol dibandingkan periode sebelumnya, sehingga Bappeda Litbang pun 

perlu menyesuaikan perannya dalam merancang kebijakan yang lebih relevan dengan 

tuntutan zaman. Selain itu, regulasi dari pemerintah pusat juga berkontribusi dalam 

membentuk bagaimana peran Bappeda Litbang dikonstruksi, terutama dalam 

menyesuaikan RPJMD dengan kebijakan nasional serta sistem perencanaan 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ketiga, dari aspek struktur sosial dan 

peran individu, Bappeda Litbang merupakan lembaga yang beroperasi dalam sistem 

birokrasi pemerintahan daerah, di mana peran dan fungsinya telah ditetapkan secara 

formal dalam regulasi. Struktur sosial dalam birokrasi ini menentukan pembagian 

tugas, prosedur kerja, serta koordinasi antar lembaga dalam penyusunan RPJMD. 
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Namun, meskipun peran kelembagaan sudah ditentukan, individu yang berada dalam 

struktur tersebut tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya. Kepala 

Bappeda, staf perencana, dan tim teknis memiliki pengaruh dalam 

menginterpretasikan kebijakan, mengambil inisiatif, serta menentukan strategi 

perencanaan yang paling efektif. Misalnya, individu dalam Bappeda Litbang dapat 

berinovasi dengan memperkenalkan pendekatan perencanaan partisipatif yang lebih 

inklusif atau mengembangkan metode perencanaan berbasis data yang lebih akurat. 

Dengan demikian, meskipun struktur birokrasi membentuk peran organisasi secara 

keseluruhan, individu dalam Bappeda Litbang tetap memiliki peran penting dalam 

menentukan efektivitas dan keberhasilan penyusunan RPJMD. 

 

Tabel.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kecamatan di Kota Palembang, 2016 dan 2017 

No Kecamatan 
Laju pertumbuhan penduduk per tahun 

2016 2017 2016-2017 

1  Ilir Barat II 66.891 71.267 1,07 

2 Gandus 62.994 64.020 1,02 

3 Seberang Ulu I 179.160 91.619 1,02 

4 Kertapati 85.853 89.597 1,04 

5 Jakabaring  90.791 1,02 

6 Seberang Ulu II 100.575 104.209 1,04 

7 Plaju 83,008 88.265 1,04 

8 Ilir Barat I 137.231 137.863 1,06 

9 Bukit Kecil 44.567 48.874 1,10 

10 Ilir Timur I 72.391 77.102 1,07 

11 Kemuning 86.161 91.419 1,06 

12 Ilir Timur II 167.491 93.352 1,06 
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13 Kalidoni 112.495 111.030 0,99 

14 Ilir Timur III  83.640 1,05 

15 Sako 92.329 91.754 0,99 

16 Sematang Borang 37.945 35.821 0,94 

17 Sukarami 166.378 155.590 0,94 

18 Alang-Alang 

Lebar 

106.602 93.886 0,91 

 TOTAL 1.602.071 1.602.071 1,01 

Sumber: BPS Kota Palembang 2017 (PDA Tahun 2017) 

Tabel. 1 diatas dapat dilihat dari kondisi demografi Jumlah penduduk Kota 

Palembang pada pertengahan Tahun 2016 adalah sebesar 1.602.071 jiwa dengan laju 

pertumbuhan sebesar 1,36 % dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 1.580.517 

jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini, pada dasarnya masih tetap bersifat alami atau 

karena faktor kelahiran dan kematian, walaupun masih pula dipengaruhi oleh 

migrasi. Maka daripada itu Dalam proses penyusunan RPJMD, Bappeda Litbang 

harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, baik pemerintah, 

masyarakat, maupun dunia usaha. Penyusunan dokumen ini memerlukan pendekatan 

partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang) di berbagai tingkat, mulai dari kelurahan hingga tingkat kota. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat menjawab 

kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, proses penyusunan RPJMD juga diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam 

regulasi tersebut, Bappeda Litbang diharapkan mampu memastikan kesesuaian antara 

dokumen RPJMD dengan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun 
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provinsi. keselarasan antara dokumen RPJMD dengan rencana pembangunan 

nasional dan provinsi bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan 

pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini tercermin dalam kewajiban 

Bappeda Litbang untuk menyelaraskan RPJMD dengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Proses harmonisasi ini melibatkan kajian mendalam 

terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, analisis kondisi lokal, dan 

penyelarasan prioritas strategis yang relevan bagi daerah. keselarasan vertikal dengan 

pemerintah pusat dan provinsi, regulasi tersebut juga mengatur pentingnya 

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.  

 

Tabel.2 OPD Terkait Dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023  

Kota Palembang 

No Instansi Peran 

1 Bappeda Litbang (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Penelitian 

Pengembangan) 

Sebagai koordinator utama dalam penyusunan 

RPJMD. Dan Bertanggung jawab atas 

perencanaan, koordinasi, dan penyelarasan 

dengan kebijakan nasional dan provinsi. 

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) 

Berperan dalam perencanaan infrastruktur, 

tata ruang, dan sarana prasarana kota. 

3 Dinas Pendidikan Menyusun program strategis untuk 

meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

prioritas pembangunan daerah. 

4 Dinas Kesehatan Memastikan program dan kebijakan 

kesehatan masyarakat tercantum dalam 

RPJMD. 

5 Dinas Perhubungan Terlibat dalam perencanaan transportasi, 

pengelolaan lalu lintas, dan pengembangan 

infrastruktur jalan. 

6 Dinas Lingkungan Hidup Berkontribusi pada program yang terkait 

dengan pelestarian lingkungan, pengelolaan 
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limbah, dan pembangunan berkelanjutan. 

7 Dinas Sosial Menyediakan masukan untuk program 

kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, 

dan pemberdayaan masyarakat. 

8 Dinas Pariwisata Memasukkan strategi untuk memajukan 

sektor pariwisata sebagai salah satu potensi 

ekonomi daerah. 

9 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berperan dalam pengembangan sektor 

ekonomi, usaha kecil menengah (UKM), dan 

industri lokal. 

10 Badan Keuangan Daerah (BKD) Bertanggung jawab untuk memastikan 

kesesuaian anggaran dengan prioritas 

pembangunan yang ditetapkan dalam 

RPJMD. BKD memainkan peran penting 

dalam pengalokasian anggaran dan 

pengendalian fiskal. 

Sumber: dibuat oleh peneliti berdasarkan data yang tercantum di RPJMD 2018-2023 

Tabel. 2 diatas dapat dilihat OPD terakait penyusunan RPJMD 2018-2023, 

dimana OPD tersebut mempunyai masing-masing peran dalam perencanaan 

pembangunan di kota palembang. OPD tersebut bekerja sama dalam penyusunan 

RPJMD untuk melakukan perencanaan pembangunan yang optimal. Setiap OPD 

memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam menjalankan program sesuai 

bidangnya. Keterlibatan OPD memungkinkan Bappeda Litbang untuk memastikan 

bahwa visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah tercermin dalam program kerja 

OPD. Bappeda Litbang bertindak sebagai koordinator dalam proses penyusunan 

RPJMD, namun pelaksanaan teknis berada di bawah OPD terkait. Dengan 

melibatkan OPD sejak awal, Bappeda dapat memastikan bahwa sumber daya, 

anggaran, dan target pembangunan direncanakan secara realistis dan terkoordinasi, 

menghindari tumpang tindih program antar OPD.  Keterlibatan OPD sejak tahap 

awal penyusunan RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran, sumber 
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daya manusia, dan infrastruktur yang tersedia digunakan secara optimal. Dengan 

melibatkan berbagai sektor, Bappeda Litbang dapat mencegah duplikasi program 

atau kegiatan antar OPD, sehingga efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan 

program pembangunan dapat tercapai. Hal ini juga membantu menciptakan 

akuntabilitas yang lebih besar di antara OPD dalam mewujudkan prioritas 

pembangunan daerah.  Bappeda Litbang juga berperan sebagai pengawas dalam 

pelaksanaan program pembangunan oleh OPD. Setelah program berjalan, Bappeda 

Litbang melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan 

sesuai dengan dokumen perencanaan strategis yang telah disusun. Bappeda Litbang 

bersama OPD dapat menciptakan sistem pembangunan daerah yang lebih sinergis, 

transparan, dan berorientasi pada hasil. 

Tabel.3 Program-Program RPJMD 2018-2023 

No Program-Program RPJMD 

1 Mengembangkan kawasan baru dan pembangunan ruang publik serta ruang terbuka hijau di 

setiap kecamatan dan kelurahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

2 Mengembangkan sistem dan manajemen pengelolaan sampah, sanitasi kawasan dan perkotaan 

3 Mengembangkan perbaikan sistem drainase dan manajemen banjir dengan memperbanyak 

membuat kolam retensi dan normalisasi sungai. 

4 Mengembangkan pembangunan sarana dan prasana transportasi intermoda yang terpadu untuk 

angkutan massal yang berbasis Teknologi dan Informasi 

5 Mengembangkan keterpaduan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas barang 

dan jasa melalui penambahan kapasitas dan peningkatan jalan dan jembatan 

6 Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berbasis Teknologi dan 

Informasi 

7 Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengembangan program gotong royong dan 

subuh berjama’ah dengan memberdayakan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat 

8 Mengembangkan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah unggulan di setiap 

kecamatan dan kelurahan 

9 Mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan bagi 

masyarakat dengan membangun dan menjadikan seluruh puskesmas rawat inap yang 
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terakreditasi paripurna dan membangun puskesmas pembantu diseluruh kecamatan di Kota 

Palembang 

10 Mengembangkan kualitas dan kuantitas peribadatan, pendidikan keagamaan, sarana dan 

prasarana budaya serta mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba 

Sumber: dibuat oleh peniliti berdasarkan data yang tercantum di RPJMD 2018-2023 

Tabel. 3 diatas dapat dilihat program-program tersebut sebagai program 

utama di dalam RPJMD, dalam program perencanaan pembangunan Strategi disusun 

secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam 

menetapakan tujuan dan sasaran pembangunan. (Suharto, 2021) menjelaskan bahwa 

program pembangunan dirancang untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, 

seperti penyediaan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan 

kapasitas ekonomi masyarakat. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan. 

Maka dari itu untuk mendukung strategi tersebut diperlukan program-program yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. 

Dalam hal ini menuntut Bappeda Litbang untuk lebih inovatif dan adaptif 

dalam mengatasi permasalahan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

diketahui sejauh mana peran Bappeda Litbang Kota Palembang dalam menyusun 

RPJMD 2018-2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala 

yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis agar proses perencanaan 

pembangunan daerah ke depan dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Kemudian dari latar belakang diatas, penulis mendesain penelitian dengan judul, 

“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 

(BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang dalam penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2018-2023? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2018-2023. 

1.3.2 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian berjudul "Peran Bappeda Litbang Kota 

Palembang dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023" adalah Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan perencanaan 

pembangunan daerah. Studi ini dapat memperkaya literatur tentang peran 

Bappeda Litbang dalam penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD, serta 

memberikan pemahaman tentang implementasi teori perencanaan strategis 

dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia.   
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2. Manfaat Praktis  

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi 

pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD di masa mendatang, sekaligus 

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut untuk 

dijadikan pelajaran di periode berikutnya. Bagi masyarakat, penelitian ini 

memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan pembangunan dirancang 

dan mengedukasi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

perencanaan, misalnya melalui Musrenbang. Selain itu, bagi akademisi dan 

peneliti, studi ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai 

referensi atau studi kasus dalam penelitian dan pembelajaran.  
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